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membutuhkan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-haknya terutama yang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan infotmatika 

saat ini telah mendukung perluasan ruang gerak perdagangan barang dan jasa yang 

ikut meningkatan perkembangan bidang perekonomian.Dalam perkembangan 

perekonomian ini, masyarakat sebagai konsumen memiliki mobilitas pemenuhan 

kebutuhan hidup yang tinggi. Hal ini membuat suatu fakta bahwa pada kenyataanya 

manusia adalah konsumen sejati.1 Namun kedudukan konsumen pada umumnya 

masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena itu sangat 

dibutuhkan adannya Undang-Undang yang melindungi kepentingan konsumen.2 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, Perlindungan 

Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 yang 

dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, berikutnya dalam 

Pasal 1 butir 3 yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

 
1 Ade Maman Suherman,  Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1995, hlm.1 
2 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Medika, Jakarta, 

2011, hlm.8 
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badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  

Salah satu aspek penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari adalah transportasi. Di Indonesia kendaraan pribadi bermotor 

sebagai transportasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar 

masyarakat karena dinilai memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih 

menguntungkan. Namun bagi kalangan tertentu harga mobil dan motor tidak 

terjangkau bilamana dibeli dengan cara kontan,frekuensi kebutuhan masyarakat 

sebagai konsumen kendaraan bermotor pribadi yang tinggi ini telah mendorong 

pertumbuhan berbagai alternatif pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor 

diantaranya dalam bentuk sewa guna usaha (leasing). 

 Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud 

sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedian 

barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun 

sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) selama jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing merupakan perjanjian sewa 

menyewa dimana lessor (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan 
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kepada lessee (penyewa), karena itu leasing juga disebut sebagai perjanjian sewa 

guna usaha.3 

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan 

menghubungkan kepentingan dari tiga pihak yang berebeda, yaitu : 

1. Lessor, adalah pemberi sewa atau perusahaan sebagai pemilik modal yang 

nantinya akan memberikan jasa pembiayaan modal alat atau membeli suatu 

barang kepada penyewa/lessee. 

2. Lessee, adalah konsumen atau penyewa yang bertindak sebagai pemakai 

peralatan/barang yang akan di leasing atau disewakan oleh pihak pemberi 

sewa/lessor. 

3. Vendor atau Laveransir atau disebut supplier, adalah pihak ketiga penjual suatu 

barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepasa lessee.4 

Membeli kendaraan pribadi secara leasing atau lebih dikenal istilah kredit 

sudah menjadi hal umumbagi masyarakat Indonesia.Saat ini justru terjadi 

surplus/over suply perusahaan pembiayaan yang mana perusahaan memiliki 

kelebihan dana untuk dibelanjakan sehingga yang terjadi perusahaan berlomba-

lomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai promosi agar meningkatkan 

jumlah konsumen yang mengajukan kredit kendaaran bermotor.5 Promosi yang 

 
3 R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.55 
4 Eddy Soekadi, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 41 
5 Sunaryo, HukumLembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm.36 
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ditawarkan dapat berupa berbagai macam bonus dan kemudahan seperti kredit 

dengan bunga rendah, pembayaran tanpa uang muka hingga potongan angsuran. 

Adanya berbagai kemudahan yang diberikan pelaku usaha membuat konsumen 

seringkali menjadi terlena dan kurang menyadari konsekuensi dari berbagai 

kemungkinan negatif yang mengikat dibalik perjanjian yang dibuat,  karena 

perjanjian sewa guna usaha leasingbiasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian 

pembiayaan dengan hak milik secara fidusia yang mana dalam perjanjian tersebut 

terdapat ketentuan klausula baku yang berisi surat kuasa untuk menarik 

kembalikendaraan yang menjadi objek perjanjian bilamana terjadi hal yang 

bertentangan dari kesepakatan yang dibuat.  

Pada prakteknya,permasalahan yang umum terjadi bermula akibat tidak 

terlaksananya kewajiban lessee seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan 

wanprestasi. lessee tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka 

menyebabkanlessor melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi objek 

leasing. Hal ini dapat menimbulkan sengketa akibat perlawanan dari pihak lessee 

karena merasa dirugikan atas tindakan lessor. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu 

upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan bagi 

para konsumen maupun pelaku usaha khususnya di bidang kredit kendaraan 

bermotor. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPK perlindungan konsumen berpedoman 

pada lima asas yaitu, asasmanfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 
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keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Keseluruhan asas tersebut kemudian 

membentuk tujuan dari tindakan perlindungan konsumen yang secara garis besar 

adalah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan konsumen serta 

menciptakan sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum baik bagi 

konsumen maupun pelaku usaha. 

 Maka dalam rangka perlindungan hukum serta tindakan penyelesaian sengketa 

bagi konsumen dan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK 

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar 

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Alternatif 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut dengan non litigasi, dalam Pasal 47 

UUPK menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti 

rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali 

atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.Salah satu lembaga  

yang diperintahkan undang-undang untuk melaksanakan peradilan di bidang 

konsumen selain badan peradilan umum ialah Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK).  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UUPK Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen merupakan badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan 

sengketa pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum pembentukan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK ini adalah Pasal 

49 UUPK jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
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Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewewnang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut 

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa setiap 

kabupaten/kota harus ada BPSK. 

 BPSK merupakan lembaga yang berisifat independen sebagai praktek 

implementasi UUPK, tugas dan wewenang BPSK yang berkaitan dengan 

penyelesaian sengketa di bidang leasing kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 

3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ialah melaksanakan penanganan 

dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi,mediasi atau arbitrase, 

memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak 

tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 

konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen, mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, 

dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memutuskan 

dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, serta 

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

UUPK. 

Penyelesaian sengketa oleh BPSK memiliki beberapa pilihan cara yaitu 

konsiliasi, mediasi serta arbitrase tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa 
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yang diambil oleh para pihak yang bersengketa.6 Konsiliasi merupakan proses 

penyelesaian sengketa dimana BPSK akan menjadi perantara untuk 

mempertemukan para pihak namun penyelesaian tetap diserahkan kepada para 

pihak yang bersengketa. Bilamana proses konsiliasi tidak mencapai titik temu maka 

akan diadakan mediasi yang pada pokoknya sama dengan proses konsilasi tetapi 

dalam hal ini BPSK akan berperan sebagai penasehat, selajutnya jika proses mediasi 

juga belum menyelesaiakan permasalahan maka akan dilakukan dengan proses 

arbitrase yang mana kewenangan penyelesaian sengketa sepenuhnya diberikan 

kepada BPSK. Ketentuan mengenai proses arbitrase secara khusus diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.  

Berdasarkan Pasal 54 UUPK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa 

pelaku usaha dan konsumen, BPSK membentuk majelis yang sedikitnya terdiri dari 

3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur pemerintah, pelaku usaha dan 

konsumen serta dibantu oleh panitera. Proses kerja yang dilakukan oleh BPSK mirip 

dengan pengadilan karenanya BPSK disebut sebagai quasi badan peradilan untuk 

menangani kasus-kasuskonsumen, seperti halnya dengan badan penyelesaian 

sengketa di bidang perpajakan atau perburuhan.7 Meskipun BPSK belum terlalu 

familiar bagi masyarakat Indonesia, lembaga ini telah banyak berperan dalam 

melindungi konsumen dari pelaku usaha curang seperti yang ada dalam putusan 

 
6 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2010, hlm.78 
7  NHT Siagan, Hukum Konsumen:Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk, 

Prenadademia Group, Jakarta, 2012, hlm.265. 
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Bukit Tinggi Nomor 02/PTS-

BPSK/BK/IV/2013. 

Diketahui telah terjadi sengketa antara Zulfikar dengan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance cabang Bukittinggi. Awal mula kasus ini adalah Zulfikar selaku 

penggugat membeli sebuah mobil Toyota Avanza kepada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance secara kredit dengan ketentuan angsuran selama empat puluh delapan 

bulan. Pembayaran angsuran berlangsung lancar hingga pada bulan ke sembilan 

belas penggugat beritikad untuk melakukan pelunasan terhadap keseluruhan 

hutangnya dan meminta perhitungan total sisa hutangnya. Namun kemudian 

diketahui melalui daftar total perhitungan sisa hutang penggugat tersebut bahwa 

besaran pokok bunga telah berubah dari kesepakatan yang dibuat pada awal 

perjanjiansehingga penggugat merasa keberatan dan dirugikan. Oleh sebab itu 

penggugat memutuskan untuk menunda pembayaran angsuran pada bulan-bulan 

selanjutnya, hal tersebut membuat PT. Adira Dinamika Multi Finance mengirimkan 

petugas ekstrenal (debt collector) kerumah penggugat untuk melakukan penyitaan 

terhadap mobil yang menjadi objek sengketa dan menyebabkan perselisihan dengan 

keluarga penggugat. 

Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke BPSK Kota Bukittinggi, setelah 

melakukan persidangan majelis arbitrase BPSK Kota Bukittinggi memutuskan 

untuk menerima dan menolak gugatan penggugat sebagian. Putusan BPSK menurut 

Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final dan mengikat, dalam penjelasannya 

menyebutkan bahwa yang dimaksud final adalah bahwa BPSK tidak ada upaya 
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banding dan kasasi sedangkan mengikat mengandung makna memaksa dan sebagai 

sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang berkewajiban itu.  

Terhadap putusan yang dikeluarkan BPSK Kota Bukittinggi PT. Adira 

Dinamika Multi Finance merasa tetap dirugikan sehingga mengajukan permohonan 

keberatan ke Pengadilan Negeri, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) 

UUPK para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan BPSK. Adapun hakim 

Pengadilan Negeri Bukittinggi kemudian juga menolak permohonan keberatan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance dan menguatkan putusan BPSK Kota Bukittinggi. 

 Permasalahan dalam perjanjian leasing khususnya kendaraan bermotor sering 

terjadi di lingkungan masyarakat hal ini muncul karena kurangnya pemahaman 

terhadap perjanjian sewa guna usaha leasing. Berdasarkan uraian diatas, penulis 

tertarik melakukan penelitian mengenai praktek dan peran Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan perkara khususnya di bidang leasing 

kendaraan bermotor sebagai lembaga peradilan alternatif yang diamanatkan 

Undang-Undang. Maka penulis bertujuan meninjau lebih jauh permasalahan 

tersebut melalui penelitian dengan judul “ANALISIS KEKUATAN HUKUM 

PUTUSAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 

TERHADAP SENGKETA LEASING KENDARAAN BERMOTOR (Studi 

Kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa 

permasalahan, yaitu : 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

sengketa leasing kendaraan bermotor sebagaimanadalam Putusan BPSK 

Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013 ? 

2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa leasing kendaraan 

bermotor sebagaimana dalam Putusan BPSK Nomor 02/PTS-

BPSK/BK/IV/2013 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa 

konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

2. Untuk menidentifikasi dasar analisis dan pertimbangan hakim dalam 

memutuskan penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian 

Sengketa  Konsumen (BPSK) khusunya dalam bidang leasing kendaraan 

bermotor. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian mengenai Analisis Kekutan Hukum Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap penyelesaian sengketa konsumen leasing 

kendaraan bermotor (Studi kasus Putusan BPSK Nomor 02/PTS-

BPSK/BK/IV/2013) diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

landasan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa pembendaharaan 

konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek 

hukum jaminan serta hukum perlindungan konsumen. Khususnya dalam kasus 

penyelesaian sengketa leasing kendaraan bermotor serta dapat 

dipertimbangkan sebagai bahan dan sumber informasi dalam penyempurnaan 

peraturan perjanjian leasing kendaraan bermotor. 

2. Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pihak-pihak terkait seperti : 

a. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), penelitian ini 

diharapkan memberikanreferensi dan bahan acuan terhadap 

pertimbangan hakim bagi kasus-kasus yang menyerupai. 

b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat sebagai 

konsumen diharapkan memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai 
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konsumen khususnya dalam bidang sengketa leasing kendaraan 

bermotor serta memberikan  informasi dan keterangan mengenai  cara 

penyelesaiannyabilamana timbul sengketa. 

c. Bagi pelaku usaha, dengan adanya penelitian ini pelaku usaha di bidang 

leasing sebagai kreditur diharapkan dapatmenjadi bahan pembelajaran 

serta perbandingan dalam membuat perjanjian pembiayaan leasing 

kendaraan bermotor. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran 

atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.8 Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teoritis 

sebagai berikut : 

1. Konsep Perjanjian  

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.R. M. 

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.9 

 
8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103. 
9 RM. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ), Liberty, Yogyakarta, 

1988, hlm.97. 
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Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur syarat sah suatu perjanjian yaitu 

kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka 

untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau tindakan itu adalah perjanjian 

harus memenuhi ketentuan-ketentuan, yaitu:   

a. Ada persetujuan kehendak. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan para 

pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki. Persetujuan 

kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari 

pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga 

termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak 

ada penipuan. 

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Kecakapan bertindak 

merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 

menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan 

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang belum 

dewasa namun telah menikah. Maka anak-anak dan orang yang berada 

dibawah pengampuan  dikategorikan tidak cakap. 

c. Ada suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu / prestasi yang terdapat dalam isi 

perjanjian  wajib dipenuhidisebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan 

mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk 

memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak 
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d. Ada suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah suatu hal yang 

menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Sebab yang 

halal menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang 

oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun 

ketertiban umum.10 

Selain itu, ada tiga unsur yang wajib terpenuhi dalam suatu perjanjian yaitu 

unsur essentalia berupa unsur yang wajib ada karena tanpanya perjanjian tidak 

mungkin ada, naturalia merupakan unsur yang telah ditentukan oleh undaang-

undang dan accidentalia adalah unsur yang ditambahkan dalam perjanjian 

karena undang-undang tidak mengaturnya.11 

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dilihat melalui tahapan yakni perlindungan hukum 

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan 

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat 

dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 

kepentingan masyarakat.12 

 
10 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.4 
11 P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Bandung, 2009, 

hlm.33 
12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm.53 
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Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.13Perlindungan hukum bagi rakyat 

merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.  

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan14.Perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat 

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

menegakkan peraturan hukum.15 

3. Teori Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa secara umum dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu:  

 
13 Ibid., hlm.,54 
14 Ibid., hlm.,69 
15 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, 

Bandung, 1993, hlm.118 
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a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi, yaitu suatu penyelesaian 

sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan 

di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya 

dilaksanakan oleh hakim.Hasil akhir dari penyelesaian sengketa 

melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose 

solution.16 Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan 

teknis, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam 

penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif 

dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang 

bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari 

alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan 

formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah 

yang disebut dengan Alternatieve Dispute Resolution(ADR).17 

b. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, berdasarkan 

ketentuam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiam Sengketa, bahwa 

alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.Penyelesaian 

 
16  Nurnaningsih Amriani, Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.16 
17 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234. 
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sengketa melalui non-litigasi dinilai jauh lebih efektif dan efisien 

cara penyelesaian sengketanya seperti: 

1. Negosiasi Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan 

komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 

kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun yang berbeda.18 Hal ini selaras 

dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho 

bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai 

kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, 

komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan 

penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh kedua belah pihak19. 

2. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah 

fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator 

menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-

bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para 

pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat 

konsiliator akan menjadi resolution.20 

3.  Mediasi,menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan 

 
18  Nurnaningsih Amriani, Op.cit, hlm. 23. 
19 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 

2009, hlm.21 
20 Nurnaningsih Armani, Op.cit, hlm. 34. 
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mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu mediator. 

4. Arbitrase, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian 

Sengketa bahwa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 

yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi 

perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami 

perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan 

negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk 

menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.  

5. Penilaian Ahli Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian 

sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau 

penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.21 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang baik untuk memenuhi 

ketentuan penulisan skripsi yang memadai serta mempermudah pengumpulan data 

 
21 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2011, hlm.19 
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serta pembahasannya maka materi dalam penelitian ini memerlukan adanya batasan 

ruang lingkup agar isi pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula 

juga agar bahan yang dibutuhkan dan diteliti dalam penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum yang menyangkut 

perlindungan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa dalam bidang leasing 

kendaraan bermotor dengan proses non litigasi ditinjau dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja bertujuan untuk memahami 

obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan sedangkan 

metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami 

lingkungan-lingkungan yang dipahami.22 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini meggunakan kajian hukum normatif untuk memahami 

penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu 

telaah terhadap unsur-unsur hukum.23 Penelitian hukum normatif yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan 

mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian 

 
22 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2009, hlm.67 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3. 
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disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

berhubungan terkait masalah yang diteliti.24 

2. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian 

hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isi hukum yang ditangani.25 Adapun diantaranya 

ialah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

b.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual 

beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, 

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian 

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan 

isu yang dihadapi.26 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

konsep yang mengacu pada konsep hukum perlindungan konsumen. 

c. Pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

 
24Ibid., hlm.13. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadademia Group, Jakarta, 2006, hlm. 133. 
26Ibid., hlm. 135. 
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dihadap dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum 

tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah 

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat 

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu  hukum yang 

dihadapi. Dalam hal ini penulis mengacu pada putusan BPSK Nomor 

02/PTS-BPSK/BK/IV/2013. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang didapat dari 

sumber hukum sekunder yaitu data yang diperoleh oleh penulis melalui bahan 

kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian, yang 

diperoleh dari tiga bahan pustaka sumber hukum yaitu bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan 

antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat meliputi : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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f. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan 

g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen 

h. Putusan Pengadilan Negeri  Kota Bukit Tinggi Nomor 

11/Pdt.G/BPSK/2013/PN.BT 

i. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukit Tinggi 

Nomor 02/PTS-BPSK/BK/IV/2013. 

2. Bahan Hukum Sekunder, merupkan bahan hukum yang diperoleh dengan 

melakukan penelitian (library reseach) yang diperoleh dari berbagai literatur 

berupa doktrin-doktrin, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan 

dengan perlindungan konsumen dan leasing atau pembiayaan konsumen 

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia 

hukum.27 Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang 

hukum yang berupa dokumen tidak resmi. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 
27 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52 
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Teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

dengan studi pustaka mendokumentasikan semua bahan hukum yang terkait 

dengan penelitian penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-

buku, makalah, dokumen serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian.28 

Kemudian memilih dan memilah bahan hukum yang sesuai dengan topik 

penelitian, selanjutnya menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan 

teipilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan. 

5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian 

menggunakan metode yang memiliki sifat deskriptif kualitatif yaitu setelah data 

terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang 

selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penjelasan penyelesaian masalah. 

Berikutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum 

menuju hal yang bersifat khusus.29 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan penarikan kesimpulan deduktif dalam rangka menjawab 

persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan deduktif 

 
28 Sumardjono dan Maria S.W, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitan Sebuah Panduan Dasar, 

Gramedia, Jakarta,2001, hlm. 45 
29Ibid., hlm.55 
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yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang 

kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat 

lebih khusus.30 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlahlah sistematika 

penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, agar skripsi ini dapat tersusun 

secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan 

judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, metode  penelitian   dan 

penulisan. 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori, 

pengertian serta dasar ketentuan konsumen dan pelaku usaha, 

landasan hukum perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen, serta lembaga pembiayaan/leasing berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

 
30Johnny Ibrahim,Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Bayumedia Publishin, 

2005, hlm.15. 



25 
 

 

BAB III : Pembahasan atas rumusan masalah, dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan mengenai hal-hal pertimbangan arbitrase BPSK dalam 

menjatuhkan putusan yang menjadi contoh kasus dalam penulisan 

ini serta analis dari kekuatan hukum putusan BPSK. 

 

BAB IV : Penutup, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran dari 

pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi ini. 
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